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ABSTRAKSI 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi tentang komunikasi perubahan iklim yang dilakukan Presiden 
Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau 
dikenal dengan COP26 di Glasgow, Inggris. Fokus utama penelitian ilmiah ini adalah mengupas strategi dan model 
komunikasi perubahan iklim dengan basis pada narasi-narasi yang disampaikan Presiden Jokowi. Metode penelitian 
yang diterapkan adalah narasi risiko iklim dengan dasar pendekatan kualitatif dengan paradigma intrepretif. Penelitian 
ini menemukan bahwa Presiden Jokowi mengutamakan topik emisi nol persen dan pembangunan berkelanjutan. 
Sedangkan strategi komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi pada COP26 lebih mengacu pada fakta dan data; 
kebijakan dan mekanisme; tuntutan; target dan prioritas; dan agenda kepemimpinan bahwa Presiden Jokowi berharap 
menjadi pemimpin global dalam perubahan iklim. Adapun model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi 
didasarkan pengulangan dan intonasi pada kata dan frasa; serta pendekatan naratif personal yang merujuk kekuasaan, 
otoritas, pengetahuan, ideologi dan identitas. Hasil penelitian ini juga bisa diaplikasikan pada ranah praktis oleh para 
pemimpin dan pemegang kebijakan perubahan iklim untuk membangun komunikasi yang lebih baik kepada publik. 
 
Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Emisi Nol Persen, Komunikasi Iklim, COP26, Joko Widodo 
 

ABSTRACT 
This study aims to explore the climate change communication conducted by the President of the Republic of Indonesia, 
Joko Widodo (Jokowi) at the United Nations (UN) climate change conference, also known as COP26 in Glasgow, 
United Kingdom. The main focus of this scientific research is to explore climate change communication topics, 
strategies and models based on the narratives presented by President Jokowi. The research adopts a climate risk 
narrative based on a qualitative approach with an interpretive paradigm. This study finds that President Jokowi 
prioritized the topic of zero percent emissions and sustainable development. Meanwhile, President Jokowi's climate 
change communication strategy at COP26 refers more to facts and data; policies and mechanisms; demands; targets 
and priorities; and a leadership agenda that President Jokowi hopes to become a global leader on climate change. 
President Jokowi's climate change communication model is based on repetition and intonation in words and phrases; 
and a personal narrative approach that refers to power, authority, knowledge, ideology and identity. The results of this 
study can also be applied to the practical realm by leaders and climate change policy makers to build better 
communication with the public. 
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PENDAHULUAN 
 
Alam sudah berubah. Bencana terus berdatangan. Korban 
sudah berjatuhan. Kelaparan dan kemiskinan semakin 
meningkat karena gagal panen terus mengancam. Siapa 
yang disalahkan? Perubahan iklim kah? 
 
Narasi perubahan iklim terus bergema di media massa, 
baik televisi hingga koran, serta media sosial mulai dari 
Twitter hingga YouTube. Di media sosial, berbagai tagar 
tentang perubahan iklim seperti #climatechange hingga 
#globalwarning kerap menjadi trending topic (Pearce, 
Niderer, & Ozkula, 2019; Vu et al., 2021). Media massa 
juga memberikan gambaran representasi bagaimana 
tindakan perubahan iklim (Knowles & Scott, 2021) 
hingga memberikan pengaruh terhadap kesadaran publik 
terhadap isu risiko hingga dampaknya (Sampei & Aoyani-
Usui, 2009). 
 

Banyak orang mulai dari rakyat jelata hingga para 
pemimpin negara berbicara tentang perubahan iklim 
karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Perubahan 
iklim menjadi topik yang tidak habis untuk didiskusikan 
oleh siapa saja dan di mana pun.  
 
Semua orang pun sepertinya berhak berbicara mengenai 
perubahan iklim. Meskipun banyak orang juga tak tahu 
tentang esensi seperti apa itu perubahan iklim. Hingga 
akhirnya, kesimpangsiuran pun terus terjadi tentang 
perubahan iklim. Manifestasi dan orientasi perubahan 
iklim pun menjadi bias dan terdistorsi.  
 
Hingga sebagian kalangan menyebut, hanya ilmuwan saja 
yang tahu dan paham hingga layak berbicara perubahan 
iklim. Sebagian lagi menyebutkan dikarenakan perubahan 
iklim itu merupakan hal lazim di media massa dan media 
sosial, maka itu menjadi hak publik membicarakan dan 
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mengeksplorasikannya. Akibatnya, isu perubahan iklim 
semakin ganas dan luas.  
 
Perubahan iklim bukan hanya menjadi bahan diskusi di 
forum ilmiah dengan gaya bahasa serta rumus yang sulit 
dipahami publik. Perubahan iklim juga menjadi bahan 
bercanda di kafe sambil minum kopi dengan gelas plastik 
hingga berjam-jam lamanya. Perubahan iklim menjadi 
topik hangat para petani yang beristirahat di gubuk di 
tengah sawah yang gagal panen. Perubahan iklim juga 
menjadi tema pertengkaran antara nelayan dan bos 
pemilik yang stres karena penurunan jumlah tangkapan 
mereka. Hingga perubahan iklim menjadi diskusi hangat 
para politikus di gedung parlemen dengan pendingin 
ruangan dengan dalih mendengar aspirasi masyarakat. 
Para pemimpin baik dari level desa hingga Istana Negara 
juga berusaha keras merumuskan kebijakan untuk 
menangkal dan menangani perubahan iklim.  
 
Isu perubahan iklim semakin menghangat bersamaan 
dengan digelarnya Konferensi Perubahan Iklim 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dikenal dengan 
COP26 di Glasgow, kota tua yang menjadi kelahiran para 
pemikir hebat dunia, di Skotlandia, pada 31 Oktober 2021 
hingga 12 November 2021. Puncak COP26 adalah pada 
1-2 November ketika para pemimpin dunia berkumpul 
dan menyatakan komitmen untuk penanganan perubahan 
iklim. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 
(Jokowi) juga menghadiri momen penting tersebut untuk 
menunjukkan keseriusan Indonesia dalam penanganan 
permasalahan global tersebut.  
 
Jokowi juga menjadi perhatian dalam COP26 karena 
Indonesia merupakan negara yang diharapkan memiliki 
peran besar dalam penanganan perubahan iklim. Apalagi, 
Indonesia juga merupakan negara besar di Asia Tenggara 
yang memiliki pengaruh besar di kawasan. Meskipun 
Indonesia tergolong sebagai negara berkembang, tetapi 
luas wilayah Indonesia dengan besarnya jumlah penduduk 
menjadikan suatu pertimbangan penting.  
 
Yang menjadi perhatian pada COP26 adalah komunikasi 
perubahan iklim yang dilakukan Presiden Jokowi pada 
panggung global ketika sebagian orang di dunia 
memperhatikan ke sana. Presiden Jokowi menyampaikan 
pidatonya dengan narasi untuk menunjukkan bagaimana 
komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim 
pada momen tersebut. Respons bukan hanya di luar negeri 
dan dalam negeri juga bermunculan menanggapi pidato 
yang disampaikan Presiden Jokowi. 
 
Berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa Jokowi 
memiliki kredibilitas dalam berkomunikasi. Jokowi 
merupakan pemimpin yang memilih kepandaian dalam 
berkomunikasi untuk membangun hubungan dengan 
rakyatnya dan menciptakan gerakan sosial (Mustaqim, 
2021). Jokowi juga dikenal dengan komunikasi politik 
simboliknya dengan gaya bahasa dengan aksen Jawa yang 
kental (Susila et al., 2020) . 
 

Kemudian, komunikasi perubahan iklim yang dilakukan 
Presiden Jokowi menjadi perhatian publik. Hal itu 
dilakukan apa yang disampaikan Jokowi 
merepresentasikan Indonesia dalam penanganan 
perubahan iklim. Apalagi, apa yang ditunjukkan Jokowi 
juga memosisikan Indonesia dalam percaturan geopolitik 
global di mana berpijak dan berpihak.  
 
Pembangunan berkelanjutan merupakan isu penting dari 
apa yang disampaikan oleh Jokowi. Presiden Indonesia 
menempatkan Indonesia tidak hanya mau didekte oleh 
negara-negara maju untuk memaksakan untuk melakukan 
kewajiban penanganan perubahan iklim tanpa adanya 
kompensasi yang didapatkan Indonesia. Dengan isu 
perubahan iklim, Presiden Jokowi juga menarasikan kalau 
Indonesia terbuka untuk investasi industri ramah 
lingkungan.  
 
Namun demikian, Presiden Jokowi juga menunjukkan 
Indonesia bukan hanya berkomitmen dalam penanganan 
perubahan iklim, tetapi juga sudah mewujudkannya dalam 
berbagai langkah nyata. Bukan hanya sekadar retorika dan 
wacana yang diungkapkan oleh Jokowi, tetapi dia 
memberikan data dan fakta tentang keberhasilan 
Indonesia.  
 
Komunikasi perubahan iklim yang ditempuh Presiden 
Jokowi menjadi hal penting. Itu dikarenakan 
menunjukkan bagaimana dia merupakan pemimpin besar 
dunia yang mampu menunjukkan Indonesia dalam 
panggung global pada COP26. Dengan komunikasi 
perubahan iklim versi Jokowi memberikan garis bawah 
bahwa Indonesia bukan hanya menjadi perhatian, tetapi 
mampu menawarkan peluang kepada dunia internasional. 
 
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi komunikasi perubahan iklim yang 
dilakukan Presiden Jokowi. Penelitian ilmiah berbasis 
kajian komunikasi ini akan mengulas dan menganalisis 
beberapa pertanyaan penting (1) isu dalam komunikasi 
perubahan iklim Presiden Jokowi pada COP26, (2) 
strategi komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi 
pada COP26, dan (3) model komunikasi perubahan iklim 
Presiden Jokowi pada COP26. Penelitian ini bukan hanya 
memberikan tawaran dialektika teori semata, tetapi bisa 
memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan 
kebijakan komunikasi perubahan iklim yang bisa 
diterapkan para pemimpin dan praktisi komunikasi.  
 
1. Komunikasi Perubahan Iklim 

 
Perubahan iklim kerap mengalami definisi yang salah 
(Pielke, 2005), itulah menjadikan penting pada penelitian 
ini mendefinsikan tentang perubahan iklim. Perubahan 
iklim selalu dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca 
karena penggunaan bahan bakar berbasis fosil dan 
menjadi perhatian sejak Konferensi Perubahan Iklim di 
Kopenhagen pada Desember 2009 (Scott & Becken, 
2010). Perubahan iklim memiliki dampak yang luas, 
mulai dari ekonomi makro dalam jangka panjang (Khan et 
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al. 2021), ganguan ekosistem laut (Khan et al. 2021), dan 
panen pertanian (Dubey & Sharma, 2018). 
 
Hingga kemudian perubahan iklim justru menjadi isu 
politik dan geopolitik karena menyangkut kebijakan yang 
membutuhkan komitmen semua negara di dunia. 
Kepedulian terhadap perubahan iklim karena berkaitan 
dengan risiko untuk generasi mendatang karena dipenuhi 
dengan ketidakpastian dan bahaya di depan mata. Namun 
demikian, komunikasi yang buruk, kesalahan informasi 
dan asumsi yang salah kerap mewarnai isu perubahan 
iklim dalam wacana sosial (Etkin & Ho, 2007). Apalagi, 
komunikasi menjadi hal penting karena di era post-truth 
(pasca-kebenaran) cenderung mengabaikan rasionalitas 
dan memprioritas emosi (Mustaqim, 2018).  
 
Komunikasi perubahan iklim menjadikan komunikasi 
sebagai alat dan strategi untuk mengangkat isu perubahan 
iklim dengan berbagai aspek komunikasi, terutama 
penggunaan peranan bahasa seperti metafora, kata-kata, 
strategi, kerangka dan narasi (Nerlich, Koteyko, & 
Brown, 2009). Fokus utamanya terhadap pemahaman 
publik terhadap perubahan iklim, faktor yang 
mempengaruhi pemahaman publik, pembingkauan dan 
peliputan media, dampak media hingga persepsi risiko 
(Nerlich, Koteyko, & Brown, 2009). Komunikasi 
perubahan iklim cenderung menggunakan penggunaan 
pengetahuan dalam dialog global (Dudman & Wit, 2021), 
retorika dan pembingkaian (Supran & Oreskes, 2021), 
ekologi media (Weitkamp et al., 2021) dan memiliki 
tujuan untuk membangun strategi komunikasi lingkungan 
yang efektif (Motta, Ralston & Spindel, 2021). 
 
Dalam komunikasi perubahan iklim juga bersentuhan 
langsung dengan kepemimpinan pemerintahan karena 
berkaitan dengan pemegang kebijakan. Sorotan itu 
dikarenakan pemimpin berusaha ingin membangun citra 
sebagai pemimpin lingkungan (Akiyama, 2013) dan 
mempengaruhi publik dengan opini yang dibangun para 
pemimpin (Nisbet & Kotcher, 2009).  
 
2. Narasi Perubahan Iklim 

 
Perubahan iklim bukan hanya mengenai angka dan rumus. 
Tetapi, itu menjadi bagian dalam kehidupan keseharian 
manusia sehingga menjadi narasi yang tertebaran mulai 
dari buku teks pelajaran sekolah, media massa hingga 
media sosial.  
 
Perubahan iklim menjadi kajian penting dalam narasi 
karena berkaitan langsung dengan aspek komunikasi di 
masyarakat. Pembuatan keputusan tentang perubahan 
iklim juga berkaitan aspek rasional dan narasi 
(Holzhausen & Grecksch, 2021). Narasi perubahan iklim 
juga menjadi gaya hidup (Ojerstad & Flottum, 2021), 
serta mempengaruhi tindakan iklim (Howarth & Parsons, 
2021). 
 
Narasi juga menjadi bagian yang melekat pada 
kepemimpinan dalam menentukan kebijakan perubahan 
iklim. Selanjutnya, naratif berkaitan dengan personal juga 

memiliki pendekatan seperti kekuasaan, otoritas, 
pengetahuan, ideologi dan identitas untuk menunjukkan 
legitimasi dan dominasi (Kristen, 1989). Untuk 
menganalisis naratif personal tersebut, maka peneliti perlu 
menggunakan teks dan konteks di naratif personal 
ditempatkan sebagai performance storytelling, interaksi 
percakapan, proses sosial, dan political praxis (Kristen, 
1989).  
 
Narasi bukan semata tentang teks, tetapi juga berkaitan 
dengan performa di mana salah satunya berkaitan 
langsung dengan intonasi. Intonasi menunjukkan 
bagaimana suatu hal penting atau tidak dengan sebagai 
suatu penegasan. Penelitian ini menggunakan konsep 
kajian intonasi dengan basis fonetik dan fonologi yang 
pernah diteliti oleh Singh (2014). Dengan dasar 
pembangian tiga kalimat yakni deklaratif, imperatif dan 
interogratif, Singh (2014) membagi intonasi menjadi lima 
bagi yakni normal statement, simple emphatic, 
confirmation, information, dan doubtful/exclamation. 
Kelima enis intonasi itu menjadi dasar untuk menentukan 
suatu pernyataan yang diungkapkan oleh pembicara.   
 
METODOLOGI 
 
Paradigma yang menjadi ideologi pada penelitian adalah 
intrepretif. Hadirnya paradigma interpretif pada penelitian 
berkaitan dengan perubahan iklim umumnya bersifat 
penilaian (Altschuler & Bwonlee, 2016), cenderung 
bersifat konstruksi sosial (Paschen & Ison, 2014), serta 
bisa menghasilkan suatu kebijakan (Feindt & 
Netherwood, 2012). Paradigma interpretif juga masih satu 
mahzab dengan pendekatan kualitatif yang menjadi 
pijakan pada penelitian.  
 
Adapun metode penelitiannya adalah narasi risiko iklim 
atau dikenal dengan Climate Risk Narratives (CRN) yang 
dikembangkan oleh (Jack et al. 2020). CRN merupakan 
pendekatan narasi sebagai alat komunikasi dan pertautan 
dengan basis cerita untuk mendapatkan pembelajaran dan 
nilai sehingga menghasilkan formulasi narasi melalui 
proses pertautan yang mendalam (Jack et al. 2020). 
Orientasi utama pada CRN adalah upaya mengembangkan 
pembuatan kebijakan dan mematakan arah masa depan 
terkait isu perubahan iklim. 
 
Penelitian naratif sebenarnya tidak hanya fokus pada teks 
semata (Adi & Mustaqim, 2017), tetapi juga 
memperhatikan kritik sosial. Metode naratif juga 
sebaiknya berusaha memahami sistem sosial-ekologi 
hingga kognitif (Paschen & Ison, 2014), sehingga 
nantinya akan menghasilkan desain partisipatori berbasis 
pengetahuan lokal dan mempengaruhi kapasitas afektif-
emotif.   
 
Penggalian data pada penelitian ini berbasis pada pidato 
yang dilakukan Presiden Jokowi di COP26 dengan 
menganalisis teks dan video. Untuk memahami konteks 
sosial, peneliti menggunakan data sekunder dari 
pemberitaan tentang pidato Presiden Jokowi dan isu 
sekitar penanganan perubahan iklim di media daring dan 
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koran yang memiliki reputasi. Dengan demikian, 
penelitian memiliki data yang komprehensif untuk 
mendukung hasil penelitian yang solid dan tepat sasaran.  
 
Analisis pada penelitian ini mengandalkan interpretasi 
dengan basis perspektif pada teori tentang komunikasi 
perubahan iklim sehingga menghasilkan rekomendasi 
penelitian yang relevan dan memiliki makna. Itu 
dikarenakan peneliti CRN lebih bersifat trans-disiplin  
(Jack et al., 2020) dengan tujuan mengkomunikasi risiko 
perubahan iklim. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bagian hasil dan pembahasan akan dibagi dalam tiga 
bagian yakni, topik, strategi dan model komunikasi 
perubahan iklim Presiden Jokowi. Ketiga hal tersebut 
bertujuan untuk menjabarkan pertanyaan dan rumusan 
masalah pada penelitian ini.  
 
1. Topik Komunikasi Perubahan Iklim Presiden 

Jokowi 
 
Presiden Jokowi membawa misi tertentu saat menghadiri 
COP 26. Bukan hanya untuk menunjukkan komitmen 
dalam penanganan perubahan iklim semata, tetapi dia 
juga menegaskan tentang arti penting kebutuhan dan 
keinginan Indonesia sebagai negara berkembang. Ada 
dua topik dalam misi Presiden Jokowi dalam komunikasi 
perubahan iklim dalam COP26 yang ditunjukkan pada 
pidatonya.  
 

 
Sumber: Akun YouTube Sekretariat Presiden (2021) 

Gambar 1. Presiden Jokowi berbincang-bincang dengan Perdana 
Menteri Inggris Boris Johnson dan Sekjen PBB Antonio 

Guterres pada COP 26 pada 1 November 2021. 
 
Pertama, emisi nol persen menjadi topik menarik dalam 
narasi yang disampaikan Presiden Jokowi pada COP26. 
Presiden Jokowi bukan hanya sekadar menyampaikan 
narasi yang berisi komitmen semata. Tetapi dia 
menunjukkan data-data yang menggembirakan tentang 
komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim.  
 
Komunikasi melalui narasi perubahan iklim yang ingin 
disampaikan Jokowi agar dunia mendengar dan melihat 
tentang apa saja yang sudah dilakukan Indonesia. 
Indonesia sudah bergerak jauh melampui banyak negara 
dalam mewujudkan negara yang ramah lingkungan. 

Indonesia juga sudah melakukan aksi nyata dalam 
penanganan perubahan.  
 
Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 
tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 22 persen di 
tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi 
hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai di 
(tahun) 2024, terluas di dunia. (Widodo, 2021) 
 

Narasi tentang deforestasi menjadi hal utama tentang 
kesuksesan penangan perubahan iklim. Tidak hanya 
mengandalkan sumber daya alam sebagai nilai jual 
Indonesia, ekosistem mobil listrik serta pembangkit listrik 
energi terbaru juga sebagai wujud nyata. Mendorong 
kawasan industri hijau menjadi andalan Jokowi.  
 
Komunikasi perubahan iklim yang disampaikan Jokowi 
memberikan pandangan bahwa Indonesia menjadi negara 
sudah banyak berusaha dan menunjukkan komitmen 
dalam emisi nol persen. Namun, hal itu tidak berhenti 
sampai di situ saja. Indonesia ingin bergerak ke depan 
dan terus berkontribusi.  
 
Kedua, pembangunan berkelanjutan menjadi topik yang 
sangat penting pada pidato Presiden Jokowi pada 
COPS26. Itu dikarenakan Indonesia harus terus mengejar 
dan mengamankan pertumbuhan ekonomi dan 
menghidupkan sektor riil. Pembangunan berkelanjutan 
merupakan sinonim dari peningkatan kesejahteraan 
kepada seluruh elemen masyarakat. Untuk mewujudkan 
hal itu, maka tentunya diperlukan segala upaya dari 
segala pihak.  
 
Tak bisa disangkal jika jika pembangun berkelanjutan 
merupakan lawan dari emisi nol persen. Jika ingin terus 
membangun, maka Indonesia membutuhkan suplai 
energi listrik yang besar di mana pembangkit listrik di 
Indonesia masih mengandalkan batu bara. Hal itu 
bertentangan dengan komitmen kebijakan emisi nol 
persen. Kemudian, pembangunan juga membutuhkan 
kelancarkan jaringan logistik sehingga memerlukan 
bahan bakar minyak berbasis fosil yang melimpah. Itu 
juga berlawanan dengan komitmen emisi nol persen.  
 
Namun demikian, Presiden Jokowi memberikan solusi 
dalam menawarkan untuk keberlangsung pembangunan 
berkelanjutan. Dia menginginkan tentang pembiayaan 
untuk pembangunan berkelanjutan khususnya untuk 
penanganan perubahan iklim. Dengan pendanaan itu 
menjadikan harapan untuk terus mengalihkan arah 
pembangunan dari berbasis fosil ke energi terbaru.  
 
Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan 
pembiayaan inovatif, serta pembiayaan campuran, 
obligasi hijau dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan 
iklim dengan mitra negara maju merupakan game 
changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim di negara-negara berkembang. (Widodo, 2021) 
 
Kesan yang muncul adalah Indonesia meminta negara 
maju untuk memberikan kontribusi bukan hanya 
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menuntut negara berkembang untuk berkomitmen 
terhadap emisi nol persen dengan menurunkan laju 
pembangunan tanpa memberikan solusi. Presiden Jokowi 
mendorong negara maju untuk berkontribusi dengan 
pendanaan untuk penangan perubahan iklim.  
 
Jokowi juga menuntut pasar karbon dan harga karbon 
dengan ekosistem ekonomi karbon yang adil. Hal itu 
merupakan bentuk kritik tajam ke negara maju yang 
hanya memberikan komitmen tanpa ada wujud nyata 
dalam mewujudkan ekonomi karbon. Ketika keadilan itu 
bisa ditegakkan, Indonesia merupakan negara yang 
diuntungkan karena memiliki hutan yang luas.  
 
Komunikasi perubahan iklim yang dilakukan Jokowi 
sangat terkesan sangat menunjukkan pandangan 
nasionalisme yang sangat kuat. Narasi perubahan iklim 
yang ingin ditunjukkan Presiden Jokowi bahwa 
Indonesia tidak mau menjadi mitra yang pasif, tetapi 
negara yang aktif dengan mendapatkan keuntungan dari 
penanganan perubahan iklim demi mengamankan 
pembangunan berkelanjutan.  
 
2. Strategi Komunikasi Perubahan Iklim Presiden 

Jokowi 
 
Sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, Presiden 
Jokowi memiliki strategi komunikasi khusus dalam 
menyampaikan isu perubahan iklim pada momen 
bergengsi seperti COP26. Strategi komunikasi perubahan 
iklim tersebut tidak dibangun dalam hitungan jam, tetapi 
melalui proses komunikasi. Itu dikarenakan strategi 
komunikasi bukan hanya tentang performa dan konten 
semata, tetapi menyangkut proses kebijakan dan 
keterkaitan serta keterlibatan berbagai pihak.  
 

 
Sumber: Akun YouTube Sekretariat Presiden (2021) 

Gambar 2. Pidato Presiden Jokowi pada COP 26 pada 2 
November 2021. 

 
Penelitian ini menemukan lima strategi komunikasi 
perubahan iklim yang disampaikan oleh Presiden Jokowi 
pada pidato COP26. Kelima strategi tersebut berbasis 
pada narasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Itu 
juga didasarkan pada analisis dan interpretasi dengan 
pemahaman konteks tentang agenda Indonesia pada 
COP26. 
 

Pertama, mengkomunikasikan fakta dan data tentang 
penanganan perubahan iklim. Apa yang disampaikan 
Presiden Jokowi merupakan sebagai upaya 
penyampaikan prestasi. Pencapaian merupakan upaya 
kesuksesan pemerintahan Jokowi dalam isu perubahan 
iklim. Mulai penurunan laju deforestasi terendah dalam 
20 tahun, penurunan kebakaran sebesar 22 persen pada 
2020, rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 
hekater, dan rehabilitaso tiga juta lahan kritis merupakan 
data dan fakta yang disajikan Presiden Jokowi.  
 
Kedua, mengkomunikasikan kebijakan dan mekanisme 
penanganan perubahan iklim. Dengan dasar data yang 
disampaikan Presiden Jokowi merupakan hasil dari 
kebijakan dan mekanisme penanganan isu tersebut. 
Dengan demikian,  efektivitas kesuksesan kebijakan juga 
harus diberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia bisa 
menangani isu perubahan iklim dengan baik. Nantinya, 
itu bisa menjadi rujukan dan pembelajaran bagi negara 
lain. Bagi Presiden Jokowi, hal itu bisa menjadi suatu 
pengakuan atas efektivitas dan efisiensi kebijakan yang 
ditempuhnya.  
 
Ketiga, mengkomunikasikan tuntutan atas upaya 
penanganan perubahan iklim. Bahan paling mudahnya 
adalah Presiden Jokowi menuntut imbal balik dari negara 
maju atas kesuksesan yang telah dihasilkannya. Jika 
tidak dikomunikasi dan dipertegas dalam kalimat yang 
eksplisit, maka negara maju akan mengabaikannya 
karena hal menyangkut dana besar. Tuntutan Presiden 
Jokowi menjadi bentuk komunikasi perubahan iklim 
yang sangat transparan dan berani. Itu dikarenakan 
jarang pemimpin menyampaikan narasi untuk menggugat 
negara maju agar peduli dengan negara berkembang.  
 
Keempat, mengkomunikasi target dan prioritas bahwa 
Indonesia menjadi motor penggerak dalam penanganan 
perubahan iklim. Indonesia bukan negara yang hanya 
menjadi penonton dalam kompetisi penanganan 
perubahan iklim. Setiap negara ingin menjadi terdepan 
atau pun terbelakang dalam penanganan perubahan 
iklim. Presiden Jokowi menginginkan Indonesia dalam 
posisi terdepan di antara negara berkembang untuk 
menangani perubahan iklim.  
 
Kelima, mengkomunikasikan agenda kepemimpinan 
bahwa Presiden Jokowi berharap menjadi pemimpin 
global dalam perubahan iklim. Presiden Jokowi 
merupakan pemimpin yang berawal dari Wali Kota Solo, 
kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi 
Presiden Republik Indonesia, sehingga dia memiliki 
kesempatan menjadi pemimpin global. Itu merupakan 
ambisi yang bertanggungjawab karena mampu 
menempatkan Indonesia pada posisi geopolitik yang 
tepat, bukan hanya menguntungkan negara maju semata, 
tetapi juga Indonesia layak mendapatkan keuntungan 
besar dalam penanganan perubahan iklim.  
 
Dengan mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin 
global, posisi Presiden Jokowi akan meningkat karena 
bukan hanya dilihat dalam skala nasional semata, tetapi 
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popularitasnya bisa menjangkau seluruh dunia. Suara dan 
gerakannya dalam kontribusi penanganan perubahan 
iklim bisa mendapatkan rekognisi yang berimbas pada 
popularitasnya meningkat di antara pemimpin dunia 
lainnya. Pengaruhnya juga tidak hanya sebatas Indonesia 
semata, tetapi bisa menjadi lintas batas negara.  
 
Dengan demikian, kelima strategi komunikasi perubahan 
iklim tersebut menghadirkan sentuhan dari nasional ke 
global, dan sebaliknya, dari global ke nasional. 
Komunikasi perubahan iklim di mana Indonesia bisa 
memberikan kontribusi kepada komunitas internasional, 
tetapi dunia juga harus memberikan imbalan. Itu 
dikarenakan tidak ada perjuangan tanpa biaya, dan tidak 
ada pembangunan tanpa adanya anggaran. Strategi 
komunikasi tersebut akan teruji dengan kebijakan 
lanjutan dari Presiden Jokowi dalam penanganan 
perubahan iklim kedepannya.                                

 
3. Model Komunikasi Perubahan Iklim Presiden 

Jokowi 
 
Model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi yang 
menjadi perhatian pada penelitian adalah pada 
pengulangan dan intonasi pada kata dan frasa. Itu 
didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Singh (2014). 
Intonasi menjadi hal penting dalam model komunikasi 
perubahan iklim karena hal itu menyangkut adanya narasi 
yang disampaikan untuk menunjukkan penegasan dan 
kepentingan Indonesia.  
 
 

 
Sumber: Akun YouTube Sekretariat Presiden (2021) 

Gambar 3. Pidato Presiden Jokowi Bersama Perdana Menteri 
Inggris Boris Johnson pada COP 26 pada 1 November 2021. 

 
Tabel 1. Pengulangan dan into pada pidato Jokowi pada COP26.  

 
No Kata/ Frasa Jumlah Intonasi 
1 Perubahan 

iklim 
5 Simple emphatic 

2 Indonesia 7 Normal statement 
3 
4 
5 
6 
7 

Kontribusi 
Pembangunan 
Pembiayaan 

Karbon 
Hutan 

4 
3 
3 
2 
2 

Doubtful/Exclamation 
Confirmation 
Simple emphatic 
Doubtful/Exclamation 
Information 

Sumber: Analisis dikembangkan dari akun YouTube 
Sekretariat Presiden (2021) dan www.presidenri.go.id (2021) 
 

Hal paling menarik adalah pada kata “perubahan iklim” 
dan “pembiayaan” karena menunjukkan intonasi simple 
emphatic. Itu dikaitkan dengan pembangunan 
berkelanjutan di mana Presiden Jokowi menginginkan 
bahwa kontribusi Indonesia dalam penanganan perubahan 
iklim juga harus mendapatkan apresiasi dan pengakuan 
bukan dalam bentuk tepuk tangan dan pujian semata. Itu 
sebagai upaya untuk menarik dukungan dan kontribusi 
lebih dari negara maju terhadap penanganan perubahan 
iklim.  
 
Intonasi yang berkaitan dengan pembangunan 
berkelanjutan ketika menyebutkan kata “pembangunan” 
menunjukkan confirmation. Upaya konfirmasi itu 
menunjukkan kalau pembangunan merupakan upaya yang 
harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam upaya 
terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, 
pembangunan harus terus berjalan sehingga penanganan 
perubahan harus berjalan beriring dengan pembangunan. 
Jika salah satu dari kedua hal tersebut berhenti, maka 
terjadi kepincangan bagi Indonesia.  
 
Berkaitan dengan emisi nol persen, hal yang mengejutkan 
ketika berbicara dengan “karbon” justru mengarah kepada 
doubtful/exclamation.  Ada banyak keraguan ketika 
mengatakan kata “karbon”. Sepertinya ada banyak 
ketidakpercayaan dari Presiden Jokowi terhadap 
komitmen ekosistem karbon yang berkeadilan untuk 
memberikan kesempatan bagi Indonesia dan negara 
berkembang bisa mendapatkan keadilan dalam 
penanganan perubahan iklim. 
 
Ha yang sangat standar adalah intonasi penyebutkan kata 
“Indonesia” yang mengarah sebagai normal statement. Itu 
menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memang sudah 
terbiasa mengatakan kata “Indonesia”. Itu juga 
menyatakan bahwa kata “Indonesia” adalah suatu 
identitas yang harus terus dibawa dan diusung dalam 
narasi perubahan iklim.  
 
Selanjutnya, model komunikasi perubahan iklim Presiden 
Jokowi pada COP26 akan dianalisis dengan pendekatan 
naratif personal (Kristen, 1989). Analisis tersebut 
melibatkan beberapa elemen pada naratif seperti 
kekuasaan, otoritas, pengetahuan, ideologi dan identitas. 
Analisis tersebut memang bersifar naratif personal karena 
penelitian ini memang fokus pada teks dengan 
memperhatikan konteks.  

 
Tabel 2. Pendekatan narasi personal 

 
No Kata/ Frasa Kata/ Frasa 
1 Kekuasaan/ 

Power 
Indonesia, global  

 2 Otoritas/ 
Authority 

kemakmuran dan pembangunan, 
melangkah maju 

3 
 

4 
 

5 

Pengetahuan/ 
Knowledge 
Ideologi/ 
Ideology 

Identitas/ Identity 

net zero emission, transfer 
teknologi 
kontribusi 

 
negara-negara berkembang, 

negara maju 
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Sumber: Analisis dikembangkan dari akun YouTube 
Sekretariat Presiden (2021) dan www.presidenri.go.id (2021) 
 
Dari tabel 2 menunjukkan posisi dan pendekatan narasi 
personal perubahan iklim yang dilakukan Presiden 
Jokowi. Arah tersebut menunjukkan konstruksi 
komunikasi perubahan iklim yang bergerak dari unjuk diri 
Presiden Jokowi untuk memosisikan diri sebagai 
pemimpin terdepan dalam penanganan perubahan iklim. 
Selain itu, dia juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia 
tidak tertinggal dalam mewujudkan komitmen emisi nol 
pesen dan tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan.  
 
Kekuasaan merupakan menjadi elemen pertama karena 
narasi personal menunjukkan bagaimana seseorang 
memiliki kuasa. Itu jelas terepresentasi pada pidato 
Presiden Jokowi pada COP26. Itu ditunjukkan dengan 
kata “Indonesia” dan “global”. Kedua kata tersebut 
berkaitan dengan posisi kekuasaan.  
 
Ketika berbicara Indonesia, maka hal itu menyangkut 
kepentingan dalam negeri negara tersebut. Itu sangat 
ditegaskan Presiden Jokowi. Sedangkan untuk global, 
maka itu menyangkut posisi Indonesia sebagai warga 
global terutama dalam penanganan perubahan iklim. 
Kedua posisi sebenarnya tidak berbeda, tetapi dalam 
geopolitik penanganan perubahan iklim justru terlihat 
suatu hal yang kontras.  
 
Indonesia seperti mayoritas negara di dunia juga selalu 
mengutamakan kepentingan nasional dan rakyatnya. Ada 
banyak hal dalam penanganan perubahan menyebabkan 
adanya pelambatan pembangunan dan menurunkan 
investasi karena emisi nol persen bisa dikatakan 
bertolakbelakang dengan pembangunan. Sedangkan 
global memberikan dorongan untuk menangani perubahan 
iklim dengan pengurangan emisi dan penghapusan bahan 
bakar fosil secara bertahap. 
 
Kemudian, “kemakmuran dan pembangunan” dan 
“melangkah maju” merupakan merepresentasikan 
otoritas. Itu dikarenakan kedua kata tersebut bisa terwujud 
karena suatu negara atau pemimpin memiliki otoritas. 
Tanpa adanya kewenangan yang mendapatkan legitimasi, 
maka keduanya tidak bisa terwujud. “Kemakmuran dan 
pembangunan” lebih mengacu kepada upaya untuk 
menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ingin tetap 
menempatkan ekonomi sebagai strategi utama untuk 
mensejahterakan rakyat. Sedangkan “melangkah maju” 
mengacu kepada kebijakan untuk menjadi terdepan dan 
bergerak ke depan dalam penanganan perubahan iklim. 
Terdapat penekanan bahwa baik “kemakmuran dan 
pembangunan” dan “melangkah maju” tidak bisa 
dipisahkan satu sama lain karena keduanya merupakan 
upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.  
 
Perubahan iklim memang sangat lekat dengan 
pengetahuan atau sains. Awal perkembangan isu tersbeut 
juga dikarenakan kekhawatiran para ilmuwan tentang 
dampak perubahan iklim yang akan menjadi dunia 
semakin rentan dan berisiko. “Net zero emission” dan  

“transfer teknologi” merupakan dua frase yang berkaitan 
dengan pengetahuan. Net zero emission” menjadi tujuan 
utama dalam COP26. Dengan emisi nol persen 
diharapkan menjadikan dunia lebih aman dan layak 
ditinggali untuk masa depan. Sedangkan “transfer 
teknologi” masih menjadi kendali karena maju tidak 
berkomitmen mengenai hal itu kepada negara 
berkembang. Akibatnya, upaya penanganan perubahan 
iklim mengalami keterhambatan.  
 
Dalam ideologi, peneliti memandang kata “kontribusi” 
sebagai ideologi yang diusung oleh Presiden Jokowi. Itu 
dikarenakan pidato pada COP26 lebih menonjolkan 
bagaimana kontribusi Indonesia pada penanganan 
perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga menuntut 
kontribusi dari negara maju kepada negara-negara 
berkembang mengenai pembiayaan dan pendanaan. Itu 
menunjukkan “kontribusi” menjadi ideologi dalam 
penanganan perubahan iklim di mana semua pihak harus 
memegang kata tersebut bukan hanya sekadar komitmen 
semata, tetapi dalam tindakan nyata.  
 
Mengenai identitas, Presiden Jokowi menyebutkan frasa 
“negara-negara berkembang” dan “negara maju”. Itu 
menunjukkan adanya pengkatogorisasian yang dipahami 
oleh Presiden Jokowi. Itu juga berkaitan dengan adanya 
perbedaan pandangan dua kelompok negara tersebut 
dalam penanganan perubahan iklim. Indonesia sebagai 
“negara berkembang” merupakan kelompok yang berbeda 
dengan “negara maju”. Pengkategorisasi itu menimbulkan 
dampak pada stigmatisasi.  
 
Negara maju hanya mau menang sendiri dalam 
penanganan perubahan iklim ketika menuntut negara 
berkembang untuk menerapkan kebijakan emisi nol 
persen. Ketika negara berkembang hendak menuntut 
kontribusi negara maju dalam penanganan perubahan 
iklim, ternyata tidak simbiosis mutualisme. Di situlah 
Indonesia mencoba mengambil peran dengan menyerukan 
persatuan dan penyatuan sikap di antara negara 
berkembang.  
 
Sebenarnya antara intonasi dan pengulang kata dengan 
pendekatan naratif memiliki keterakaitan satu sama lain. 
Itu dikarenanya merupakan pendekatan berbasis naratif 
sehingga menghasilkan model komunikasi yang solid. 
 

 
Gambar 4. Model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi.  
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KESIMPULAN  
 
Penelitian ini menemukan banyak hal menarik dan patut 
digaris bawahi dalam hal komunikasi perubahan iklim 
yang dilakukan Presiden Jokowi pada COP26. Itu bukan 
hanya berkaitan dengan komunikasi yang berbasis pada 
narasi semata, tetapi bagaimana menunjukkan kebijakan 
dan prestasi penanganan perubahan iklim bisa 
disampaikan ke dunia internasional sehingga bisa menarik 
perhatian.  
 
Adapun topik komunikasi perubahan iklim yang 
disampaikan Presiden Jokowi lebih mengarus-utamakan 
emisi nol persen dan pembangunan berkelanjutan. 
Keduanya merupakan hal yang kontras yang secara 
sengaja disampaikan pada forum para pemimpin dunia 
dengan tujuan menggugah semua pihak tentang 
penanganan perubahan iklim tidak bisa dilakukan dengan 
mengesampingkan pembangunan.  
 
Mengenai strategi komunikasi perubahan iklim Presiden 
Jokowi pada COP26 lebih mengacu pada fakta dan data 
tentang penanganan perubahan iklim; kebijakan dan 
mekanisme penanganan perubahan iklim; tuntutan atas 
upaya penanganan perubahan iklim; target dan prioritas 
bahwa Indonesia menjadi motor penggerak dalam 
penanganan perubahan iklim; dan agenda kepemimpinan 
bahwa Presiden Jokowi berharap menjadi pemimpin 
global dalam perubahan iklim. Kelima strategi itu 
dilakukan menjadi satu kesatuan dengan tujuan agar 
Indonesia mendapatkan pengakuan global terhadap 
penanganan perubahan iklim yang sudah dilakukan.  
 
Adapun model komunikasi perubahan iklim Presiden 
Jokowi didasarkan pengulangan dan intonasi pada kata 
dan frasa. Adapun pengulangan beberapa kata tersebut 
menjadi representasi penegasan dan keinginan Indonesia, 
seperti “perubahan iklim” dan “pembiayaan” yang 
dikategorikan sebagai simple emphatic. Selain itu, 
terdapat juga pendekatan naratif personal yang merujuk 
bagaimana Presiden Jokowi menunjukkan elemen seperti 
kekuasaan, otoritas, pengetahuan, ideologi dan identitas 
dalam pidatonya. Seperti kata “kontribusi” yang lebih 
menonjolkan sekadar komitmen semata, tetapi dalam 
tindakan nyata.  
 
Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa peranan bahasa 
sangat penting dalam komunikasi perubahan iklim. 
Kerangka narasi dengan kata-kata (Nerlich, Koteyko, & 
Brown, 2009) memberikan upaya untuk memberikan 
pemahaman kepada publik. Diharapkan penelitian ini juga 
menggugah pihak-pihak yang terkait dalam komitmen 
penanganan perubahan iklim untuk membangun dialog. 
Kajian tentang perubahan iklim berusaha membuka mata 
dunia tentang pengetahuan dan diskusi lebih luas  
(Dudman & Wit, 2021). 
 
Penelitian ini memang berbasis teoretikal dan empiris, 
tetapi hasil kajian bisa diterapkan dalam ranah praktis 
oleh para pemegang kebijakan penanganan perubahan 
iklim pada level pemerintahan baik level nasional hingga 

daerah, organisasi nirlaba, dan pelaku industri ramah 
lingkungan dalam mengkomunikasikan kepada publik 
dengan pendekatan naratif. Berbagai strategi dan model 
komunikasi perubahan iklim yang ditemukan pada 
penelitian ini bisa diterapkan langsung dan adaptif sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingan komunikator.  
 
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya 
menganalisis pidato Presiden Jokowi pada COP26 
semata. Peneliti tidak melakukan penelitian berbasis pada 
kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi 
dalam penanganan perubahan iklim. Dengan demikian, 
penelitian ini lebih mengandalkan analisis dan interpretasi 
yang lebih sempit, meskipun aspek konteks juga telah 
digunakan. 
 
Penelitian kedepannya bisa menerapkan studi kasus pada 
penelitif komunikasi perubahan iklim yang lebih luas dan 
komprehensif. Studi kasus bisa mengungkapkan lebih 
detail karena lebih fokus pada aspek komunikasi yang 
bukan hanya mengandalkan media sosial atau media 
massa, tetapi bisa menilai perspektif publik dalam menilai 
komunikasi perubahan iklim yang dilakukan 
pemerintahan.  
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